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ABSTRAK 
 
Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan 
ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti 
luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai 
contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif 
saat ini adalah karya seni.  
Jenis penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan perlindungan hak cipta 
terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak orang lain tanpa ijin di media sosial. 
(2) Untuk mendeskripsikan penyelesaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh 
pencipta lagu apabila karyanya di bajak orang lain tanpa ijin. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research. Penelitian 
jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber 
datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan 
adalah normatif. Teknis pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan 
dianalisis data secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu 
yang dibajak pihak lain bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak 
terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic 
right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh 
pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Serta upaya yang dapat 
ditempuh bagi pencipta lagu dalam mengatasi pembajakan dalam media sosial adalah 
dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan 
di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan Lagu, Hak Cipta. 
 
 
 
 
 
vi 
 
ABSTRACT 
 
Intellectual Property is a tool to achieve and develop the economy, in the 
narrow sense of the creator or inventor itself, and in the broad sense to improve the 
country's economy as a source of foreign exchange. For example, one of which has 
the potential to be developed in the current era of creative economy is art. 
This type of research aims: (1) To describe the copyright protection of 
songwriters whose works are hijacked by other people without permission on 
social media. (2) To describe the settlement of legal remedies that can be taken by 
the songwriter if his work is hijacked by someone else without permission. 
This type of research is library research library research. Research type of 
literature is research that uses secondary data and data sources can be obtained 
through document search. The approach used is normative. Technical data 
collection through library methods and analyzed data qualitatively. 
The results of this study indicate the protection of copyright to the songwriter 
who was hijacked by other parties that the creator and holder of copyright have a 
right to a creation, namely moral rights (economic right) and economic rights 
(economic right). This right is special or special, because it is only owned by the 
creator and copyright holder of his work. As well as efforts that can be taken for 
songwriters in overcoming piracy in social media is to register the work to the 
Directorate General of Intellectual Property. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law,  
University of Pancasakti Tegal. 
Keywords: Legal Protection, Song Piracy, Copyright. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
PERSEMBAHAN 
Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan 
Maha Tinggi. Beribu Lafadz syukur Alhamdulillahirobbilalamin Kepada-Mu kami 
hanturkan. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, 
jujur dan sabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa 
depanku, dalam meraih cita-cita saya. 
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk : 
 Terimakasih Untuk Ayahku Alm. Putro Riharjo, S.E. dan Ibuku Atik Lestari 
Pujiastuti. Terimakasih Ayah Ibu atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai 
saya lahir, hingga saat ini, serta atas limpahan motivasi dan doa yang tak 
berkesudahan. Teruntuk Ayah, semoga Ayah Bahagia di Surga-Nya Allah 
SWT. 
 Terimakasih Kakakku sayang Dea Putri Amalia, S.H. dan Adikku sayang 
Pahlevi Cendikia Muslim yang selalu mendoakan dan mendukungku dengan 
sabar hingga saat ini. 
 Terimakasih Keluargaku Mbah Uti, Tante, Om dan sepupuku yang paling lucu 
Silvia Azzahra yang sudah memberikan dukungan dan doa tanpa henti. 
 Terimakasih Sahabat Terbaik Adjie Santanu, Alvin Fauzi, Wulan Anggraeni, 
Mahlia Permatasari, Raga Pertama, Shafiramk, Riyansyahrizka yang sudah 
menjadi motivator dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini. 
 Terimakasih Sahabat Kecilku Kukuh Pudjadi, Syah Jalal Lubis, Ganang 
Ramadhani, Akhmad Riyanto dan Rani Riandini, dari kecil sampai sekarang 
gak pernah bosen buat kasih support dan gila bareng, tetap kompak ya. 
 Terimakasih Sahabat Karibku Gus Yasin, Ahmad Nasiruddin, Eza Rizki, Firda 
Sefi, Nurul Okty, intinya terimakasih udah menjadi pendengar dan teman main 
yang asik dari awal masuk SMA, sukses terus ya untuk kalian.  
 Terimakasih Keluarga Besar Paskibra Barakuda SMA N 3 Tegal dan Paskibra 
Jodhipati SMP N 2 Tegal yang sudah menjadi tempat untuk saya belajar apa itu 
perjuangan, terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang sudah diberikan. 
 Terimakasih kawan-kawan Franalla Band dan Musik Hukum Pancasakti yang 
sudah memberikan ruang untuk saya belajar dan mengasah kemampuan 
bermusik. 
 Terimakasih seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Tegal dan teman-teman Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2016 yang selalu 
berbagi ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa. 
 Terimakasih untuk seluruh pihak yang terkait atas selesainya penulisan skripsi 
ini. 
  
viii 
 
MOTTO 
 
 Khoirunnas Anfa‟uhum Linnas “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang 
paling bermanfaat bagi manusia lain.” (HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 “Apabila ilmu (agama) seseorang itu lemah, hawa nafsunya akan 
mengalahkan dirinya.” (Ibnu Taimiyyah, Majmu’ul Fatawa 242/15) 
 Man Jadd Wajada “Siapa Bersungguh-sungguh pasti Berhasil” 
Man Shabara Zhafira “Siapa yang bersabar pasti beruntung” 
Man Sara Ala Darbi Washala “Siapa yang menapaki jalan-Nya akan 
sampai ke Tujuan” 
 Nggawe wong seneng, kuwi seneng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
KATA PENGANTAR 
 Dengan mengucapkan syukur khadirat Allah SWT Alhamdulillah skrispi ini 
dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program 
Stui Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam 
penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua.
 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan da dorongan berbagai pihak 
yang kepadanya patut di ucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan 
kepada : 
1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum. 
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. 
3. Wakil Dekan I Kanti Rahayu, S.H., M.H. 
4. Wakil Dekan II Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. 
5. Wakil Dekan III  Imam Asmarudin, S.H., M.H. 
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. 
7. Dosen Pembimbing I Dr. Nuridin, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II 
Kanti Rahayu, S.H., M.H. 
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah 
memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa 
menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari 
Allah SWT sebagai amal Shalih. 
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal 
khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik 
dengan sabar dan ramah. 
10. Orangtua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil 
pada penulis dalam menempuh studi. 
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dan 
menempuh studi maupun dalam penyusunan skkripsi ini yang tidak dapat di 
sebutkan satu-persatu. 
 Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan 
balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya 
kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
Tegal, 30 Januari 2020 
Gigih Cendikia Muslim 
x 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i 
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... ii 
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................. iii 
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................. iv 
ABSTRAK ........................................................................................................................ v 
LEMBAR PERSEMBAHAN ......................................................................................... vii 
MOTTO.......................................................................................................................... viii 
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ix 
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... x 
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................................................. 7 
C. Tujuan Penelitian .................................................................................................. 7 
D. Manfaat Penelitian ................................................................................................ 7 
E. Tinjauan Pustaka ................................................................................................... 8 
F. Metode Penelitian................................................................................................ 11 
G. Sistematika Penulisan.......................................................................................... 15 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL ............................................................................. 16 
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .................................................................... 16 
1. Pengertian Mengenai Hak Cipta ................................................................... 16 
2. Ruang Lingkup Hak Cipta ............................................................................ 17 
3. Fungsi Sosial di Dalam Hak Cipta ................................................................ 22 
xi 
 
4. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta ............................................................... 23 
5. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta .................................................. 24 
6. Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu ........................................... 28 
B. Tinjauan Umum tentang Pembajakan ................................................................. 31 
1. Pengertian Pembajakan ................................................................................. 31 
2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta ............................................................ 34 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Musik dan  
Lagu............................................................................................................... 35 
4. Perlindungan Hukum Mengenai Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ....................... 37 
C. Tinjauan Sanksi dan Penyelesaian Dalam Pembajakan ...................................... 42 
1. Penegakan Hukum Hak Cipta ....................................................................... 42 
2. Pembajakan Hak Cipta Lagu ......................................................................... 45 
BAB III HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................... 50 
A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Dibajak 
Orang Lain di Media Sosial ................................................................................ 50 
1. Hak Cipta ...................................................................................................... 51 
2. Hak Ekonomi ................................................................................................ 55 
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 83 
A. Simpulan ............................................................................................................. 83 
B. Saran .................................................................................................................... 85 
DAFTAR PUSTAKA 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
  
1 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat 
komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun 
kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan 
berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional.
1
 Ada salah satu 
kasus terkait mengenai pembajakan hak cipta lagu yaitu 
Pencipta lagu Jogja Istimewa, Marzuki Mohamad atau Juki Kill The DJ 
melaporkan akun media sosial yang menggunggah video yang 
menyanyikan lagu ciptaannya untuk kepentingan kampanye Pasangan 
Prabowo-Sandi. Juki Kill The DJ menuturkan, dirinya tidak terima 
apabila lagu Jogja Istimewa tersebut digunakan untuk kampanye, baik 
untuk pasangan Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi. Kasus seperti ini 
bukan sekali dua kali bahkan saya pernah mensomasi Pemprov DIY, 
Dinas Kebudayaan, karena menggunakan lagu itu tanpa izin," ujar Juki 
saat melapor ke Polda DIY pada Selasa (15/1/2019) Lanjut Juki, 
pelaporan atas plagiat lagu tersebut sekaligus menjadi pendidikan bahwa 
hak-hak kekayaan intelektual seorang seniman harus tetap dijaga. 
Memang semua lagu saya terdaftar, jadi kalau ada apa-apa ya pasti 
                                                             
1
Sophar Maru Hutagalung, “Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan”, Jakarta 
Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm.4. 
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seharusnya minta izin dulu," lanjutnya. Juki mengaku keberatan sebab 
lagu 'Jogja Istimewa' digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Ia 
pun tidak akan menggunakan lagu itu untuk kampanye, sebab lagu 'Jogja 
Istimewa' mempunyai nilai sejarah yang luar biasa baginya. Seperti untuk 
membayar hutang rasa terhadap Yogyakarta yang ia cintai. Jadi saya tidak 
akan mengingkari nilai-nilai dan spirit lagu itu hanya untuk kampanye 
Pilpres. Pun di 2014 saya mendukung Jokowi tapi saya sama sekali tidak 
akan menggunakan lagu itu, mengotak-atik lagu itu. Saya sama sekali 
tidak akan mengijinkan lagu itu karena itu prinsip saya 
terhadap lagu Jogja Istimewa," ujar dia.
2
 Beberapa jenis bentuk kegiatan 
bisnis ini pun justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media 
internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari 
hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri 
musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian 
dari Kekayaan Intelektual. Salah satu implikasi teknologi informasi yang 
saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak 
Atas Kekayaan Intelektual, di samping terhadap bidang-bidang lain 
seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan egovernment,dan lain-lain.
3
 
Sistem Hukum Kekayaan Intelektual harus mampu menciptakan iklim 
                                                             
2
https://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/juki-kill-the-dj-laporkan-kasus-dugaan-pelanggaran-
hak-cipta-lagu-jogja-istimewa diakses pada tanggal 2 januari 2020 21:47 WIB. 
3
Ahmad M. Ramli, “Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Bandung: PT 
Refika Aditama, 2004, hlm.4. 
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yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karyakarya atau 
aset intelektual yang bermuatan Kekayaan Intelektual. Hasil proses 
kemampuan berpikir manusia yang dijelmakan ke dalam suatu bentuk 
ciptaan atau penemuan ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik 
yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelek), hak 
tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat 
kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi 
pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin 
produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau 
penemuan baru.
4
 Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk 
meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap 
pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan 
ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah 
satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif 
saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat 
menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa 
perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.
5
 Di dalam era musik 
digital , seringkali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi 
                                                             
4
Abdulkadir Muhamad, “Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2001, hlm. 9. 
5
Sophar Maru Hutagalung, “Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan”, Jakarta 
Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4. 
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karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua 
orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi 
atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari 
karya cipta lagu. Dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara 
komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan 
pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk 
kepentingan komersial.
6
 Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi 
adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa 
seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam 
lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu 
tersebut.
7
 Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu 
lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain dengan 
tujuan kepentingan komersial banyak penyanyi yang menyanyikan lagu 
ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan 
dia memperoleh bayaran.
8
 Cover version atau cover merupakan hasil 
reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah 
direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, sebuah 
lagu cover version bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang 
dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba 
                                                             
6
Yusran Usnaini, “Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space”, Bogor: Ghalia Indonesia, 
2009, hlm. 1. 
7
Otto Hasibuan, “Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring 
Rights, dan Collecting Society”, Bandung: P.T.Alumni. 2008, hlm. 241. 
8
Ibid, hlm, 242. 
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peruntungannya dengan membawakan lagu cover version dengan tujuan 
agar lebih cepat sukses dan terkenal.
9
 Dalam Undang-Undang Hak Cipta 
dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang 
atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
10
 
Perkembangan pengaturan hukum hak cipta telah sesuai dengan 
perkembagan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi 
hakhak pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang 
dikatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang 
diberikan kepada pencipta. Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak 
ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti 
hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi 
merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan 
dan hak untuk memperbanyak. Apabila ada seseorang yang 
memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta maka 
orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. 
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Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta 
menikmati hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta yang 
berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan 
untuk dirinya sendiri. Apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta 
pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang 
melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai 
perbuatan yang rendah atau hina. Jika penjual narkoba, misalnya, secara 
umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta 
dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh 
masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara 
ilegal produk-produk berhak cipta jelas-jelas telah melanggar hak 
ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang 
secara internasional dinamakan sebagai reproduction right. Ironisnya, 
pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak 
hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak 
hukum.
11
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas menurut penulis, 
ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan 
pencipta. Perlunya tindakan perlindungan hukum terhadap karya cipta 
lagu inilah penulis tertatik mengangkat permasalahan diatas menjadi 
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sebuah judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap  Pencipta Lagu Yang 
Karyanya di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang 
karyanya di bajak pihak lain di media sosial? 
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu 
apabila karyanya di bajak pihak lain? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu 
yang karyanya di bajak pihak lain tanpa ijin di media sosial. 
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian upaya hukum yang dapat 
ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya dibajak pihak lain. 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu karya penelitian (penelitian hukum) harus memiliki manfaat. 
Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis 
dan manfaat praktis. 
Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
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a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai 
bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis tentang 
perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyannya di 
bajak oleh orang lain. 
b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, 
literatur atau bahan baan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan 
hukum selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, 
gagasan, dan membentuk pola piker ilmiah dan dinamis ketika 
menerapkan ilmu yang diperolehnya. 
b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengembangan 
ilmu hukum khususnya Kekayaan Intelektual. Penelitian ini dapat 
menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi 
dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang 
hak cipta maupun karya musik. 
E. Tinjauan Pustaka 
Bagi  setiap  pencipta  lagu,  keahlian  untuk  membuat  lagu 
merupakan  suatu keterampilan  yang  terus diasah  dari  sejak  dini. 
Untuk itu pencipta lagu harus memiliki payung hukum yang jelas untuk  
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mengatur  hak  cipta  lagu. Jika dilihat dari aspek perlindungan hukum 
lainnya, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh suatu negara bidangnya 
terbuat secara umum, misalnya konstitusi, Kitab Hukum Pidana, Perdata 
atau dalam Undang-Undang yang spesifik yang memungkinkan siapa saja 
yang melakukan tindakan melawan hukum dengan bukan tanpa haknya 
menggunakan untuk kepentingan komersil terhadap (nama, image, 
symbol, nama singkat) yang melekat pada bisnis atau sifatnya. Pihak yang 
dirugikan dapat mengajukan keberatan atau gugatan berdasarkan model 
atau ketentuan hukum diatas. 
Telah banyak penelitian mengenai tentang Hak Cipta. Berdasarkan 
penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan 
dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut 
: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faldi Albar mahasiswa Universitas 
Lampung Fakultas Hukum pada tahun 2018 yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara 
Latar di Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta“ Penelitian ini membahas sedikit tentang 
Keberadaan suara latar audio yang digunakan di dalam Youtube tanpa 
seizin Pencipta ini jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu 
ciptaannya. Salah satu contoh dari pelanggaran penggunaan suara latar 
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di dalam Youtube ini adalah kelalaian pengguna Youtube dalam 
mengunggah video ke dalam Youtube dengan tidak memberitahukan 
sumber dimana lagu dan/atau musik itu didapatkan ke dalam 
penjelasan video tersebut. Hal itulah yang menyebabkan Pencipta tidak 
lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi 
yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya Oleh karena itu 
diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen 
terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas 
karyanya.  Hasil penelitian  Oleh karena itu diperlukan langkah praktis 
yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan 
perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya. 
2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Riviantha Putra Universitas Islam 
Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum pada tahun 2014 
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan 
Musik di Media Internet (Analisa putusan mahkamah agung nomor 
385 K/pdt/sus/2009) Karyanya membahas bahwa di dalam undang hak 
cipta telah di jelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya 
cipta yang di lindungi oleh undang – undang  hak cipta yang di 
lindungi oleh undang- undang hak cipta. Banyaknnya situs situs musik 
illegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam 
menegakkan perlawanan terhadap hak cipta dan menitikberatkan 
terhadap putusan mahkamah agung nomor 385 K/pdt/sus/2009  dan 
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yang membedakan dari penulisan karya ilmiah saya adalah di obyek 
dari Kekayaan Intelektual. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wicaksono mahasiswa Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari‟ah dan Hukum pada 
tahun 2014 yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran 
Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta” Karyanya membahas 
tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan 
intelektual terutama hak cipta dalam bidang mempublikasikan lagu di 
tempat umum dengan baik yaitu dengan cara melalui jalur non litigasi. 
Jalur non litigasi yang digunakan oleh aparat penegak hukum dengan 
pengusaha. 
Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan 
fokus penelitian yang diteliti oleh orang lain dari segi substansi, dan 
dijadikan oleh peneliti sebagai bahan referensi sehingga peneliti tidak 
mengutip penelitian orang lain. Dalam hal ini peneliti fokus untuk 
membahas tentang Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu 
Yang Karyanya di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial. 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 
adalah penelitian kepustakaan Library Research. Penelitian jenis 
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kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan 
sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.
12
 
b. Pendekatan 
Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari 
penelitian ini, Peneliti mengadakan model pendekatan normatif. 
Pendekatan normatif yaitu meninjau permasalahan hukum secara 
normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku.
13
 
Adapula dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk 
penelitian terhadap norma hukum tertulis, diantaranya menggunakan 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
c. Sumber Data 
a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. 
Dalam penelitian ini objeknya adalah para musisi dan penyanyi 
b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan  
kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
14
 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 
mempunyai otoritas autoritatif, biasanya berupa peraturan 
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perundang undangan, wawancara narasumber di lapangan  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum 
primer diantaranya: 
a) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer seperti pendapat-pendapat  para sarjana, 
hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. 
3)   Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, 
seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lain 
sebagainya. 
d. Metode Pengumpulan Data. 
Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data 
sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam 
penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, yaitu: 
Metode Kepustakaan Library Research. Metode kepustakaan yaitu 
metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan 
dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan dan 
14 
 
 
 
peraturan perundangan yang terkait dengan isu yang diangkat.
15
 
Adapun penulis juga menelusuri informasi tambahan yang dilakukan 
secara offline (buku, laporan hasil penelitian, makalah, tulisan para 
ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian) 
dan online (internet) 
e. Metode Analisis Data 
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara 
kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan 
dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari 
hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. 
Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas 
permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru 
tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan terhadap pencipta 
lagu yang karyannya di bajak oleh pihak lain tanpa ijin yang banyak 
menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak merugikan pihak 
pencipta lagu tersebut yang tentunya sangat merugikan pencipta lagu 
dari segi hak ekonomi dan hak moral. 
                                                             
15
Ibid, hlm. 194. 
15 
 
 
 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang penelitian,  
perumusan permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari teori-teori dan konsep yang tepat 
dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian, yang berfungsi sebagai 
kerangka analisis dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan 
dan tujuan penelitian. 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa deskripsi hasil 
penelitian kepustakaan, dokumentasi dan hasil penelitian lapangan 
mengenai fenomena cover lagu yang melupakan pencipta lagu tersebut 
serta pembahasan untuk memberikan jawaban atas permasalahan guna 
membangun suatu konsep baru bagi perlindungan hukum bagi pencipta 
lagu. 
BAB IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran Pada bagian akhir dari 
Tulisan ini berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 
1. Pengertian Mengenai Hak Cipta 
Pengertian Hak Cipta Pengertian Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua 
kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” 
berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya 
bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju 
pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, 
pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak 
cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.
16
 Istilah hak cipta diusulkan 
pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di 
Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai 
pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan 
pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan 
“penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak 
dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang 
saja padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan 
terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts. Menurut Pasal (1) 
Undang-Undang No 28 Tahun 2014, yang dimaksud Hak Cipta ialah “Hak 
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Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan”. Hak atas kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan 
(selanjutnya disebut Hak Kekayaan Intektual) merupakan hak atas kekayaan 
yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan 
Intektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena 
adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi.
17
 
Masalah Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan padanan kata untuk 
Intellectual Property Rights (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi 
negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan 
Intelektualdiperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-
langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang 
tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual 
merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap 
pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara 
luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. 
2. Ruang Lingkup Hak Cipta  
Ruang Lingkup Hak Cipta secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
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a. Hak Cipta (Copyrights) 
b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :  
1) Paten (Patent)  
2) Desain Industri (Industrial Design)  
3) Merek (Trademark)  
4) Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair 
competition)  
5) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)  
6) Rahasia dagang (Trade secret)  
7) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection).18 
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah 
mencakup hal-hal sebagai berikut: (pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta) 
a. Dalam Undang – Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam 
bidang ilmu pengetahuan,seni,dan sastra, yang mencakup:  
1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 
karya tulis lain;  
2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis denganitu;  
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3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  
5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, senipahat, patung, kolase;  
6) Karya seni terapan;  
7) Karya arsitektur;  
8) Peta;  
9) Karya seni batik atau seni motif lain;  
10) Karyafotografi;  
11) Potret;  
12) Karya sinematografi;  
13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  
14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 
budaya tradisional; 
15) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun medialainnya; 
19
 
16) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya itu asli.; 
17) Permainan video; dan  
18) Program Komputer.  
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b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilindungi sebagai ciptaan 
tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 
c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ,termasuk 
perlindungan terhadap cipta anyang tidak atau belum dilakukan 
Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang 
memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Selanjutnya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang 
dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :  
a) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan 
“typholograhical arrangement” , yaitu aspek seni pada susunan dan 
bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, 
komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara 
keseluruhan menampilkan wujud yang khas;   
b) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 ataupun 3 dimensi yang 
berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu 
pengetahuan lain; 
c) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan 
karya cipta yang bersifat utuh;  
d) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur 
warna dan bentuk huruf indah; 
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e) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan 
menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estestis dalam 
memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau 
ornament pada suatu produk;  
f) Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak 
bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan 
model atau maket bangunan;  
g) Peta adalah suatu gambaran dari unsure alam dan/atau buatan manusia 
yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan 
pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital 
maupun non digital;  
h) Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan 
menggunakan kamera;  
i) Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (moving 
images) antara lain : film dokumentar, film iklan, reportase atau film, 
cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi 
dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, 
dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan dibioskop, 
layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah 
satu contoh bentuk audiovisual;  
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j) Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi 
karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya 
tari pilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.
20
 
3. Fungsi Sosial Di Dalam Hak Cipta 
Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar oleh 
siapa pun dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :
21
 
Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak 
cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umun. Contoh hak 
cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan 
atau memper-banyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks 
atau pornografi, sedangkan termasuk melanggar ketertiban umum adalah 
memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan 
wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).  
Kedua, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak 
boleh meniadakan/mengurangi fungsi sosial dari pada hak cipta. Fungsi sosial 
hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk 
memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, 
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bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah 
dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.  
Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak 
boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan 
pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi (compulsory licensing) 
kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya 
dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada 
pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu 
ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya 
untuk tujuan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, 
keamanan, dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pemakaian ciptaan 
tersebut. Pembatasan penggunaan hak cipta adalah sebagai upaya 
keseimbangan hak antara pencipta dengan kepentingan masyarakat. Artinya, 
penggunaan hak cipta oleh pencipta diharapkan akan mewujudkan pula 
keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkecualian hak cipta dalam hal ini 
berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak 
cipta.
22
 
4. Jenis – Jenis Pelanggaran Hak Cipta  
Hak cipta sebagai hak monopoli, di mana di dalamnya terdapat dua macam 
hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat 
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mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak 
moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama 
pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. 
Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan 
pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. 
Pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan biasanya 
dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak 
cipta baik secara materiil maupun imateril.  
5. Perlindungan hukum mengenai hak cipta 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekslusif yang diberikan negara 
kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa 
dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang 
dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual 
Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 
1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Estabshing The World Trade 
Organization).
23
 Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak 
berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek 
hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak 
Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.
24
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Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak 
atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang 
mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi 
manusia (human right). 
Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan 
diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.
25
 Kekayaan yang 
dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur 
tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya 
seseorang. Diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak 
memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual diatur melalui tiga Undang-undang yaitu:  
1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten  
2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek  
3) Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, 
Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh 
DPR dengan mengundangkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta. 
Hak Cipta di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia 
Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri 
Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 
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No. 600; Undang-undang 23 September 1912). Namun sesungguhnya hak cipta 
yang terdapat di dalam “Auteurswet tahun 1912 Stb. No. 600, Jadi dapatlah 
dikatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta yang pertama itu adalah Undang-
Undang Hak Cipta yang berasal dari Belanda.
26
 Dan di dalam Undang-undang 
hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta 
adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sebagai hak ekslusif, pencipta dan atau pemegang hak cipta 
mempunyai hak untuk diantaranya memperbanyak ciptaanya artinya pencipta 
atau pemegang dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, 
hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan 
bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan 
ciptaan. 
Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain 
sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan 
dengan pelanggaran bidang hak cipta. Bagi masyarakat dan pemerintah yang 
telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan 
masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
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Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang menyeluruh dalam 
menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang. 
27
  
Pengakuan perlindungan itu misalnya melalui karya cipta terhadap hasil 
karya inovatif dan kreatifitas seseorang. Dalam hubungannya dengan hak cipta, 
maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si pencipta hidup. 
Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi 
beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan 
pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan 
jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya 
sehingga nanti aka nada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak 
cipta seseorang kepada orang lain. 
Kemudian pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu 
diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup 
pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun 
sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta baru 
No. 28 Tahun 2014 pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan 
hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling 
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akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, 
terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.
28
 
6. Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu 
Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok. Saidin, seorang 
pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut 
mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke 
dalam hard disc komputernya.
29
 Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, 
yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. 
Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang 
dapat dinilai dengan uang.
30
 Hak ekonomi diperhitungkan karena Hak 
Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan pihak lain dalam perindustrian atau 
perdagangan 
yang mendatangkan keuntungan. Cara yang ditempuh dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang diunduh di internet dengan 
cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan 
melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, 
hukum pidana dan hukum perdata. Pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang 
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Hak Cipta menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak 
Terkait. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 
tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan 
suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. 
Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan 
bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat 
maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Untuk memperoleh pencatatan ciptaan 
di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat 
melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:
31
 
a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).  
b. Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia.  
c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang 
terdaftar.
32
 
Oleh beberapa pengguna jejaring media sosial, cover song sudah menjadi 
lahan untuk monetisasi atau mendapatkan keuntungan. Menyanyikan lagu 
Musisi lain sudah merupakan hal yang wajar, namun sayangnya bisa dikatakan 
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nyaris tidak ada pihak yang meminta izin kepada Pencipta lagu aslinya. 
Terlebih beberapa pelaku cover song tersebut kemudian memperoleh manfaat 
ekonomi tanpa ada kesepakatan dari Musisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
dari lagu dan/atau musik yang telah dinyanyikan ulang tersebut. Dari fenomena 
tersebut, banyak pihak semakin gencar melakukan cover song pada sebuah lagu 
tanpa meminta izin Penciptanya seolah-olah bukan merupakan masalah besar 
terlebih apabila pelaku cover song tersebut memperoleh keuntungan darilagu 
yang dinyanyikan ulang tersebut. Penggunaan lagu dan/atau music yang 
dinyanyikan ulang dengan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak 
eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik 
karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. 
Dalam pengertian yuridis hukum Hak Cipta, apabila seseorang 
mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari Pencipta 
karya cipta tersebut, maka pihak yang bersangkutan telah melanggar hukum 
Hak Cipta yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana 
dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta yang termasuk 
dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan 
pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu 
Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau 
melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, 
atau dilihat orang lain. Menyanyikan ulang sebuah lagu dan/atau musik hasil 
31 
 
 
 
karya orang lain bukanlah merupakan suatu pelanggaran apabila pengumuman 
karya cipta lagu atau musik tersebut bukanlah diumumkan dalam suatu kegiatan 
komersial dan telah mendapatkan izin dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta. Hal ini telah diatur sebagaimana sebelumnya disebutkan pada Pasal 9 
ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak Cipta memberikan hak 
eksklusif kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-
undangan. Sebagaimana berdasarkan Pasal 40ayat (1) huruf d Undang-Undang 
Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk 
kedalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu 
sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu 
dan/atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari 
sebuah lagu dan/atau musik. Tindakan melakukan cover song yang digunakan 
untuk kegiatan komersial tersebut, membuat kreatifitas sumber daya seni 
manusia menjadi turun. Hal ini menyebabkan orang akan malas membuat karya 
cipta sendiri, karena mereka pikir untuk apa membuat lagu jika hanya dengan 
cover song atau menyanyikan ulang lagu orang lain dengan bebas saja bias 
populer dan disukai masyarakat. Tinjaun Umum tentang Pembajakan 
1. Pengertian Pembajakan 
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Secara umum arti dari pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau 
hak orang lain, pembajakan umumnya di hubungkan dengan pembajakan kapal 
oleh bajak laut, pembajakan pesawat , bus dan kereta api. Tetapi dalam hal yang 
berkaitan dengan musik, pembajakan disini diartikan sebagai pembajakan hak 
cipta yang berarti pelanggaran hak cipta dari musik tersebut. Pembajakan musik 
yaitu tindakan menyalin atau menjiplak suatu karya baik melalui fisik CD atau 
DVD maupun digital, sebagaimana disebutkan oleh Adi Adrian personel KLa 
Project menyebutkan bahwa “Ada empat jenis penjualan musik yaitu : fisik, 
digital, performance, dan sinkronisasi. Di Indonesia Keempatnya bermasalah” 
ujar pemain keyboard KLa Project itu.
33
 
Musik merupakan hal yang sangat disukai oleh semua orang, khususnya 
masyarakat Indonesia, Karena Musik adalah bahasa jiwa yang sangat 
menghibur siapapun yang mendengarnya, mendengarkan musik dapat merubah 
mood dari yang sebelumnya sedih bisa menjadi bahagia karena keindahannya. 
Jika kita sadar, di dalam sebuah musik banyak sekali makna yang terkandung 
yang mempunyai arti tersendiri dari mcam macam musik, hal itu bisa terdapat 
dalam lirik maupun nada yang di hasilkan. Dari pengertian musik yang 
dipaparkan diatas sangat disayangkan sekali jika semua hal yang mengagumkan 
yang dimiliki sebuah musik di rusak oleh salah satu hal yang sangat miris dan 
sekarang sudah menjadi budaya tersendiri. Pihaknya dan beberapa instansi 
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terkait akan terus memerangi pembajakan yang terjadi di Indonesia. 
Pembajakan musik menjadi bencana bagi perkembangan musik Indonesia. 
Kerugian material maupun non material akibat pembajakan sangat besar. 
Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menaksir nilai kerugian yang 
diderita pelaku industri musik nasional akibat pembajakan musik secara digital 
itu Menurut Toto Widjojo, salah satu pengurus Asosiasi Industri Rekaman 
Indonesia (ASIRI), bila diambil kerugian minimalnya, nilai kerugian yang 
ditimbulkan pembajakan musik secara digital ini bisa sebesar Rp. 2 triliun 
setiap tahunnya. Hitung-hitungannya bila di setiap website itu rata-rata diunduh 
sekitar 6 juta lagu ilegal per hari dan satu lagu dihargai Rp. 1.000, maka 
kerugian material yang diakibatkan mencapai Rp. 6 miliar per hari dan, itu 
hanya dari satu website.
34
 
Inilah yang menjadi salah satu penghalang para musisi dan penyayi di 
Industri musik indonesia dalam berkarya secara bebas dan tenang serta menjadi 
kurang antusias dalam mengembangkan musik Indonesia akibat sudah 
mengetahui kerugian yang akan didapatkannya. Kemudahan internet dan 
murahnya biaya baik buat musisi ataupun fans musik telah mendongkrak 
kepopuleran. Kendati demikian, industri musik tidak berdiri sendiri. Ada 
perusahaan rekaman, produser musik, penulis musik, sound engineer/penata 
rekam, vocal director dan sebagainya yang berada dibalik produk rekaman. 
Mereka-mereka ini yang merasa sangat dirugikan dengan kehadiran platform 
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berbagi yang mengakibatkan pembajakan di Internet. Pembajakan dapat dibagi 
menjadi tiga kategori adalah sebagai berikut:  
1. Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikasinya 
untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. 
Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda 
dengan kemasan rekaman aslinya.  
2. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedemikian 
mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari peegang hak ciptanya. 
3. Penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izin dari 
artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser 
rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian 
kontrak. Setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. 
Tanpa seizin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
35
  
2. Unsur – Unsur Pelanggaran Hak Cipta 
Unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-
Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut: 
a) Setiap orang  
Setiap orang disini berarti siapapun, sehingga dapat ditujukan kepada 
siapa saja, dalam hal ini adalah pengunduh (downloader). Pengunduh 
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yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dikenakan 
alasan pemaaf atau penghapus pidana memenuhi unsur “setiap orang”. 
b) Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Ayat (3) tersebut merujuk kepada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang 
Hak Cipta yang mgugana adalah perbuatan pelanggaran hak ekonomi 
pencipta, dalam kasus ini adalah penggandaan untuk penggunaan secara 
komersial. 
c) Yang dilakukan dalam bentuk pembajakan 
Pembajakan sendiri diartikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau 
produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 
penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan 
ekonomi.  
Pengunduh dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta adalah 
apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana tersebut di 
atas dengan melakukan pengunduhan lagu-lagu melalui fasilitas internet. 
Apabila tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat dikatakan 
bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran hak cipta. 
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Musik Dan 
Lagu 
Bahwa didalam permasalahan mengenai hak cipta sangat beragam penyebab 
maraknya pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 adalah lemahnya 
36 
 
 
 
pengawas aparat (dalam hal ini kepolisian) dan beberapa faktor pendukung 
lainnya antara lain: 
36
 
a) Faktor ekonomi Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk 
mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan 
para pencipta dan pemegang hak cipta.Begitu juga dengan permintaan 
pasar yang besar sementara stok terbatas.  
b) Faktor harga Harga yang terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD 
bajakan dengan format MP3 dapt dibeli dengan harga berkisar antara Rp 
5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,- dan ini merupakan sebagai 
salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.  
c) Faktor masyarakat Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang 
illegal masih sangat rendah. Trend didalam masyarakat saat ini 
tampaknya belum perduli terhadap barang legal atau illegal yang hanya 
mementingkan harga murah dan dapat menikmati lagu atau musik.
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Masyarakat yang kurang informasi bahwa barang bajakan itu tidak boleh 
beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman. Selain itu factor-faktor 
yang menyebabkan maraknya pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 
(Motion Picture Experts layer III) yaitu: 
a) Format seperti MP3 dapat diperbanyak & disimpan dengan ukuran kecil;  
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b) Pengubahan bentuk format dari yang tidak digital menjadi digital sangat 
mudah, dengan adanya scanner;  
c) Harga alat-alat penyimpanan informasi dalam bentuk digital harganya 
relative murah;  
d) Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet.38 
4. Perlindungan Hukum Mengenai Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
Hak cipta berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral 
right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 
Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat 
pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa 
alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. 
Pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta agar dapat 
mendaftarkan ciptaan mereka agar bias memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
Untuk memperoleh ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia, pemohon dapat melalukan pengaduan permohonan melalui tiga 
alternative , yaitu:
39
 
1) Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI); 
2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 
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3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang 
terdaftar.
40
 
Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan Alur pengajuan 
permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh 
pemohon hingha memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan 
pencatatan ciptaan. Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan tersebut 
dapat digambarkan sebagai berikut :
41
 
a) Pemohon/Kuasa mengisi formulir.  
b) Pemohon/Kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan.  
c) Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.  
d) Verifikator member perintah bayar.  
e) Pemohon melakukan pembayaran.  
f) BRI member bukti pembayaran.  
g) Pemohon menyerahkan  
a. Formulir yang telah diisi lengkap.  
b. Kelengkapan permohonan, dan  
c. Bukti pembayaran dari BRI  
h) Petugas loket memberikan bukti penerimaan permohonan.  
Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dalam peraturan perundangundangan mengenai pencatatan ciptaan 
                                                             
40
Ibid. 
41
Panduan Resmi Hak Cipta, Tim Visi Yustisia, hlm 1-30. 
39 
 
 
 
dan produk hak terkait, hingga dengan di keluarkannya keputusan akhir, yaitu 
diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Prosedur Pencatatan Ciptaan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
Peraturan Kehakiman RI Nomor M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang 
Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Nomor 
H-01.PR.07.06Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan 
Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui kantor Wilayah Departemen 
Kehakiman dan HAM RI, tata cara permohonan pencatatan ciptaan sebagai 
berikut:
42
 
1. Permohonan Pendaftaran Hak Cipta  
a) Mengisi formulir pendaftaran; Adapun formulir pendaftaran tersebut 
berisi:  
a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;  
b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta;  
c. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;  
d. Jenis dan judul ciptaan;  
e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;  
f. Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.  
b)  Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang 
dimohonkan. Apabila lagu yang akan didaftarkan harus melampirkan 
CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;  
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c) Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak 
cipta; Pemohon wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk 
(KTP) atau bukti tertulis yang menerangkan tentang 
kewarganegaraannya;
43
  
a. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan 
hukum; Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, pada surat 
permohonannya harus dilampirkan selinan resmi akta pendirian 
badan hukum tersebut atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris; 
b. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa; Apabila permohonan; 
c. diajukan dan di tandatangani melalui seorang kuasa, surat 
permohonan tersebut harus dilampirkan surat kuasa; 
d. Membayar biaya permohonan; Biaya permohonan yang dibebankan 
dalam pendaftaran dan biaya administrative lainnya perihal hak 
cipta merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang dipungut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 
penerimaan Negara bukan pajak. Biaya Permohonan Pendaftaran 
Suatu Ciptaan, Per Permohonan ialah Rp. 300.000,-  
2. Pemeriksaan Administratif Pemohon diberikan tanda terima sebagai bukti 
penyerahan permohonan hak cipta. Apabila surat permohonan tidak 
memehi syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ditjen HKI akan 
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dapat melengkapi 
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syarat-syarat tersebut. Namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
pemohon belum juga melengkapi yang sudah ditetapkan, maka 
permohonannya menjadi batak demi hukum;  
3. Evaluasi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan 
keseluruhan permohonan yang telah memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan 
tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak 
permohonan. Sementara itu, menteri memberikan keputusan menerima 
atau menolak permohonan dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung 
sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi syarat; 
4. Didaftarkan;  
5. Pemberian Surat Pendaftaran Ciptaan.44 
Dengan demikian bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan hak 
cipta lagu tersebut, pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak 
cipta dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bisa memiliki kekuatan hukum 
yang tetap. Dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut pencipta sudah 
dijamin perlindungan hukumnya mengenai hak ekonomi dan hak moralnya. 
Pembajakan lagu di era sekarang menuntut pencipta lagu untuk lebih teliti akan 
perlindungan ciptaannya tersebut, dengan demikian maka perlu adanya 
tindakan dari pencipta yaitu dengan segera mendaftarkan ciptaan atau karyanya. 
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C. Tinjauan Sanksi dan Penyelesaian Dalam Pembajakan 
Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan 
Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-
cita hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta. Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak pihak tertentu yang 
mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. 
Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta. Pelanggar hak 
cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi 
terhadap apa yang diderita pencipta yang berhak, tetapi juga dapat dituntut sesuai 
dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak 
hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan 
masyarakat secara keseluruhan 
1. Penegakan Hukum Hak Cipta 
Khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bukanlah 
merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum 
pada umumnya: Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem 
dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan 
dan hambatanhambatan yang teijadi dan dialami dalam penegakan hukum 
secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak 
cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan 
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advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala 
berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta. Banyaknya pelanggaran hak 
cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk 
memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan 
(piracy) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk 
penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah 
menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian 
serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam 
melakukan penegakan hukumnya. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri 
bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Sistem 
Pembuktian Dalam Perkara Pembajakan Hak Cipta Lagu Hak Cipta dalam 
konsep Common Low, yaitu “The protection of literary and artistic works”, 
(perlindungan karya sastra dan karya seni). Dalam pandangan common law 
system, hak cipta merupakan fungsionalitas justification, yaitu memandang hak 
cipta sebagai instrumen ekonomi dan memahami kebijakan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial. Jadi Hak 
Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta, kecuali pencipta menyerahkan 
ciptaannya kepada pihak lain, untuk memegang hak cipta. Jadi yang boleh 
menggunakan hak cipta untuk urusan komersial adalah pencipta atau pemegang 
hak cipta. Selain pencipta dan pemegang hak cipta jika ingin menggunakan 
suatu ciptaan maka harus mengadakan perjanjian dahulu. Perjanjian antara 
pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna (Uzer) dinamakan lisensi. 
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Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap lex 
specialis, karena secara khusus mengatur hak cipta (lex specialis derogat lex 
generali). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya menfokuskan 
perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi 
ketentuan pidana dalam KUHP. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan 
membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHP maupun 
Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana 
dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang di ancam dalam 
KUHP.  
Hak cipta dibidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga 
diberikan karya rekaman suara. Pemilik hak cipta di sini adalah perusahaan 
rekaman suara (recording company). Hak atas karya rekaman secara teoritis 
disebut karya turunan (derivative work), sedangkan ciptaan musik atau lagu 
disebut sebagai karya original. Keberadaan hak cipta dalam bidang musik atau 
lagu dimulai sejak ciptaan musik atau lagu terwujud dalam bentuk yang nyata. 
Hak moral pencipta atau komposer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya 
sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar 
namanya diletakan pada karya ciptannya. 
Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat 
melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi 
profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk 
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ciptaan musik atau lagu.Tindak pidana hak cipta biasanya dilakukan oleh 
perorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan 
perdagangan. Motifnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesarbesarnya 
dengan cara melanggar hukum. Permasalahan tersebut mencakup baik 
permasalahan yuridis maupun nonyuridis. Seperti diketahui bahwa hukum itu 
tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang menyertainya yang dapat berpengaruh 
terhadap bekerjanya hukum. Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa masalah 
pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 
mungkin berpengaruh. 
2. Pembajakan Hak Cipta Lagu 
Jika kita menggunakan rumusan hak eksklusif Pencipta sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dan 
penjelasannya, perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta Lagu, antara lain:  
a) Pembuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu:  
1) Menyanyikan dan mempertujukan lagu didepan umum (seperti dalam 
konser, pesta-pesta, bar, kafe dan pertunjukan music hidup lainnya);  
2) Mendengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang 
ditunjukkan untuk umum, misalnya di diskotek, karaoke, taman 
hiburan, kantor-kantor, mal, plaza, stasiun angkutan umum, alat 
angkutan umum lainnya);  
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3) Menyiarkan lagu kepada umum (mendengarkan lagu yang sudah 
direkam dalam kaset atai CD dan lain atau mengedarkan syair dan 
notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui 
internet, mengedarkan bagian lagi sebagai nada dering telepon, dan 
sebagainya);  
4) Menyebarkan lagu kempada umum (sama dengan mengedarkan); 
dan, Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih 
ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang-orang yang 
mendapatkan lagu tersebut).  
b) Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:  
1) Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi);  
2) Menggandakan atau mereproduksi lagu secara mekanik atau secara 
tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset/CD lagu atau mencetak 
dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan 
notasi);  
3) Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu pop 
menjadi lagu dangdut);   
4) Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu);  
5) Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu 
ke bahasa lainnya). 
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c) Berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi Pencipta Lagu, selama ini 
pelanggaran yang paling banyak mendapat sorotan adalah pembajakan. 
Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori: 
1) Pembajakan Sederhana Dimana suatu rekaman asli dibuat 
duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau 
pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian 
rupa, sehingga berbeda dengan kemasan aslinya. 
2) Rekaman yang dibuat duplikatnya. Dikemas sedapat mungkin mirip 
dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. 
3) Penggandaan. Penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis 
tertentu tanpa izin dari artis tersebut atau dari composer atau tanpa 
persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan 
dalam suatu Perjanjian Kontrak.  
Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi dibidang elektronika ialah 
tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video, yang dapat merekam lagu 
dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.Pelanggaran 
dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan 
mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan tanpa izin ini 
bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui bahwa 
hak cipta dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak ekonomi dan hak moral. 
48 
 
 
 
Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perbuatan-perbuatan 
yang termasuk pelangaran Hak Moral pencipta lagu adalah apabila tanpa izin: 
a. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu 
dipublikasikan; 
b. Mencantukan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta 
lagu tersebut;  
c. Mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau  
d. Mengubah isi lagu. Satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sudah sangat tua 
sifatnya adalah peniruan ciptaan.  
Di bidang Ciptaan lagu, banyak fakta menunjukkan bahwa dua buah lagu yang 
berbeda judulnya, tetapi syairnya memiliki kesamaan. Dalam penjelasan umum 
dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: 
“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya 
cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian 
sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, 
sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.” 
Berdasarkan ketentuan tersebut keaslian merupakan unsur mutlak dari suatu 
Ciptaan. Sebuah ciptaan yang merupakan hasil peniruan atau Ciptaan yang sudah 
ada sebelumnya tidak mendapat perlindungan hak cipta. Dibidang lagu, untuk 
mengukur suatu perbuatan telah melanggar hak cipta, Indonesian Composer and 
Arranger Association telah merumuskan criteria pelanggaran hak cipta dibidang 
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lagu atau musik. Adapun peniruan atau penjiplakan lagu atau musik yang dianggap 
melanggar hak cipta adalah apabila sebuah komposisi musik atau lagu:  
a. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik 
atau lagu yang sudah ada atau di umumkan dan/atau;  
b. Temanya sama dengan tema komposisi musik atau lagu yang sudah ada dan 
atau sudah diumumkan dan/atau;  
c. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% secara berturut-turut melodi 
asli komposisi musik atau lagu yang sudah diumumkan dan/atau;  
d. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut dari 
komposisi musik atau lagu yang sudah diumumkan dan/atau;  
e. Liriknya lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi 
musik atau lagu yang sudah ada atau sudah di umumkan. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di 
Bajak Pihak Lain di Media Sosial 
Adanya perlindungan hukum yang pasti serta penegakan hukum yang 
efektif, akan menjadi perangsang bagi para pencipta lagu maupun karya seni 
lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya. Hak-Hak Bagi Pencipta dan 
Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa 
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Perlindungan hak cipta sangat esensial bagi kreativitas manusia, 
dimana si pencipta diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang 
layak (hak ekonomi).
45
 Penciptaan dan penyebarluasan pengetahuan, seni dan 
sastra menjadi berkembang. Dengan demikian, perlindungan ini pada akhirnya 
memperkaya kebudayaan, pengetahuan dan hiburan bagi umat manusia di 
seluruh dunia. Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif 
terhadap suatu ciptaannya, di mana hak eksklusif itu berupa hak moral dan 
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hak ekonomi. Tetapi pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya 
memiliki hak ekonomi saja, dikarenakan pemegang hak cipta ini bukan 
pencipta pertama dari suatu ciptaan tersebut di mana pemegang hak cipta 
tersebut hanya sebagai pihak yang menerima hak dari pencipta pertama. 
1. Hak Moral (Moral Right)  
Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku 
yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun 
Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan.
46
 Hak moral hak yang 
melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak 
moral ini melekat pada pribadi dari si pencipta. Hak moral tidak dapat 
dipisahkan dari pencipta karena bersifat kekal dan pribadi. Sifat pribadi ini 
menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan 
juga integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal berarti bahwa melekat 
pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.  
Hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 
(1) menjelaskan bahwa:  
Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang 
melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:  
a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 
sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;  
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b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;  
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan  
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi 
ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 
kehormatan diri atau reputasinya.
47
 
Hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan 
bahwa: “Pencipta memliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas 
karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-
perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya 
tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pencipta”.48 
Keberadaan hak moral sebagaimana diuraikan diatas, dapat 
dikelompokkan atas: 
a. Attribution right, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta 
dicantumkan dalam ciptaannya; 
b. Integrity right, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari 
penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas 
pencipta.
49
 Penjelasan diatas dimaksudkan bahwa suatu ciptaan tidak 
boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak 
                                                             
47
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5  
48
Asian Law Group, “Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)”, Bandung: P.T. Alumni, 2004, 
hlm 149. 
49
Otto Hasibuan, “Hak Cipta di Indonesia”, Tinjauan Khusus Hak Cipta Hak Cipta Lagu, 
Neightbouring Rights dan Collecting Society, Alumni Bandung, 2008, hlm 105. 
53 
 
 
 
lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli 
warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini 
berlaku juga terhadap perubahan nama atau nama samaran pencipta di 
samping itu, pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada 
ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.  
Dengan mempunyai Hak Moral, pencipta memiliki hak untuk di 
cantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun 
salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
50
 Intinya, 
Hak Moral ini merupakan hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan 
larangan bagi orang lain yang mengadakan perubahan terhadap karya 
ciptaanya, larangan mengadakan perubahan terhadap judulnya, larangan 
mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk 
mengadakan perubahan karya ciptaannya. 
a. Hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 
(1); 
b. Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); 
c. Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa untuk melindungi 
hak moral. 
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Informasi Manajemen Hak Cipta adalah informasi yang melekat secara 
elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan 
kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, 
dan kepemilikkan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor 
atau kode informasi. 
Hak Moral mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu : 
a. Hak Integritas atau disebut juga dengan right of integrity, yaitu hak yang 
menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan 
integritas atau martabat pencipta.
51
 Dalam pelaksanaannya, hak tersebut 
diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, 
atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. 
Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan 
aslinya. Sebagai contoh, misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas 
adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan 
canda yang mengubah makna syair aslinya. 
b. Hak Atribusi (Atribution/right of paternity). Dalam hal ini, Hak Moral 
mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan 
nama diri maupun nama samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar 
pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya 
dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya, 
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dilatar belakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan 
kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan 
identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan 
meniadakan nama-nama lainnya.
52
 
2. Hak Ekonomi (Economic Right)  
Hak Ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara 
komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan 
ekonomi pencipta, misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti 
atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) karya cipta yang 
dilindungi. Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 
ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Hak Ekonomi adalah hak 
khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya 
dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak 
lain.
53
 
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:  
a. penerbitan ciptaan;  
b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;  
c. penerjemahan ciptaan;  
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d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;  
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;  
f. pertunjukan ciptaan;  
g. pengumuman ciptaan;  
h. komunikasi ciptaan; dan  
i. penyewaan ciptaan.54 
Di lain pihak, Rooseno Harjowidigjo mengemukakan bahwa hak 
ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi:
55
 
a. Hak untuk mengumumkan 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan 
dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik 
atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat 
dibaca, didengan, atau dilihat orang lain. Dalam hal ini pengertian untuk 
mengumumkan lebih rinci kepada bagaimana suatu ciptaan itu dapat 
tesampaikan kepada pendengar atau masyarakat, bisa melalui media 
cetak atau dengan media elektronik, seiring perkembangan jaman 
semakin memudahkan suatu karya untuk bisa di publikasikan. 
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Dalam praktiknya, ada beberapa cara atau bentuk pengumuman, 
yaitu: 
1) Pengumuman yang dilakukan melalui siaran radio, yang biasanya 
dilakukan oleh para user, seperti lembaga penyiaran radio, pub, 
rumah makan, jasa angkutan, baik darat, laut, udara, hotel dan 
sebagainya; 
2) Pengumuman yang dilakukan melalui media penyiaran televisi, 
termasuk TV kabel, yang biasanya dilakukan oleh para user, seperti 
TV, TV kabel, angkutan darat dan kereta api, hotel dan sebagainya; 
3) Pengumuman yang dilakukan melalui media cetak, seperti koran, 
majalah, bulletin atau bahkan yang dilakukan melalui computer dan 
internet; 
4) Pengumuman yang dilakukan secara langsung seperti konser atau 
pertunjukan, musik live
56
. 
b. Hak Untuk Memperbanyak 
Dalam kaitannya dengan rekaman suara, hak demikian dikenal 
dengan istilah mechanical rights, yaitu penggandaan karya rekaman 
suara atau gambar atau suara dan gambar. Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan penggandaan, yaitu proses, 
perbuatan atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau 
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fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara 
permanen atau sementara.
57
 
c. Hak Untuk Menyewakan 
Hak untuk menyewakan sedemikian adalah sebagai konsekwensi 
dari hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, dengan mana pihak atau 
orang lain tidak dapat mempergunakan ciptaannya tanpa izin, sehingga 
pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah dapat menyewakan 
ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.  
d. Hak Untuk Menjual 
Dalam pasal 26 menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak bearti 
bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak 
cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya
58
 
e. Hak Untuk Memberi Lisensi 
Pencipta atau pemegang hak cipta yang sah mempunyai hak untuk 
memberikan lisensi kepada pihak lain dalam kaitannya dengan 
penggunaan karya cipta. Konsekwensi pemberian lisensi adalah 
pembayaran royalti yang menurut undang-undang besarnya royalty yang 
dimaksud berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi 
lisensi (pencipta) dengan penerima lisensi (user) dengan berpedoman  
kepada kesepakatan organisasi profesi (pasal 45 ayat (4) Undang-
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Undang No. 19 Tahun 2002). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, besaran royalty ditetapkan berdasarkan 
kelaziman dalam praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan 
(pasal 80 ayat (5).
59
 
Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta merumuskan, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang 
Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak 
ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan syarat tertentu. 
(bandingkan dengan rumusan lisensi sesuai pasal 1 angka (14) Undang-
Undang No. 19 Tahun 2002 yang merumuskan lisensi adalah izin yang 
diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain 
untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya 
dengan syarat tertentu).
60
 Sesuai dengan pengertian lisensi sebagaimana 
diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lisensi selalu 
dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan 
sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu.
61
 Tatacara dan mekanisme 
perolehan lisensi wajib harus dilakukan melalui permohonan kepada Menteri 
Hukum dan HAM RI. Siapa saja boleh mengajukan permohonan dimaksud, 
yang menurut undang-undang diterminologikan menjadi “setiap orang” 
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Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud diatas, Menteri 
Hukum dan HAM RI dapat:
62
 
a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri 
penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik 
Indonesia dalam waktu yang ditentukan; 
b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan 
izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau 
penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu 
yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak 
melaksanakan sendiri; atau 
c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau 
penggandaan ciptaan dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b).
63
  
d. Menurut segi hukum perdata, dapat dikemukakan bahwa suatu lisensi 
adalah suatu perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi 
untuk jangka waktu tertentu dan memuat hak dan kewajiban tertentu,  
sehingga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi para pihak, dan karenanya, pemberian lisensi dari 
pemegang hak ciptan lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi adalah 
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tunduk kepada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III 
KUHPerdata tentang verbitennis sebagai ketentuan umum dan Undang-
Undang Hak Cipta sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Sehingga 
dalam kaitannya ini berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis 
yang bearti ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan 
ketentuan hukum yang bersifat umum. 
Menurut segi pengaturannya, perjanjian lisensi tidak secara khusus diatur 
dalam bagian khusus buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam 
bab V s/d XV, sehingga dengan demikian perjanjian lisensi termasuk dalam 
jenis perjanjian tidak bernama (onbenoemmnde contact atau innominaat 
contact atau nominaat contact atau perjanjian khusus).
64
 
Pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta agar 
dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bias memiliki kekuatan hukum yang 
tetap. Untuk memperoleh ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia, pemohon dapat melalukan pengaduan permohonan melalui tiga 
alternative , yaitu:
65
 
1) Melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) 
2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia; 
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3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang 
terdaftar.  
Adapun tahapan-tahapan dalam mendaftarkan hak cipta sebagai berikut :
66 
Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan Alur pengajuan 
permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh 
pemohon hingha memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan 
pencatatan ciptaan. Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
67
 
a) Pemohon/Kuasa mengisi formulir; 
b) Pemohon/Kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan; 
c) Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan; 
d) Verifikator member perintah bayar; 
e) Pemohon melakukan pembayaran; 
f) BRI memberi bukti pembayaran; 
g) Pemohon menyerahkan; 
a. Formulir yang telah diisi lengkap; 
b. Kelengkapan permohonan; dan  
c. Bukti pembayaran dari BRI.  
h) Petugas loket memberikan bukti penerimaan permohonan.  
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Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dalam peraturan perundangundangan mengenai pencatatan 
ciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan di keluarkannya keputusan 
akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.  
Prosedur Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Kehakiman RI Nomor M.01- 
HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen 
Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06Tahun 2004 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual 
melalui kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI, tata cara 
permohonan pencatatan ciptaan sebagai berikut:
68
 
A. Permohonan Pendaftaran Hak Cipta  
a. Mengisi formulir pendaftaran; Adapun formulir pendaftaran tersebut 
berisi:  
1) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;  
2) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta;  
3) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;  
4) Jenis dan judul ciptaan;  
5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;  
6) Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.  
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b.  Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan; 
1) Apabila lagu yang akan didaftarkan harus melampirkan 
CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya.  
c. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta; 
Pemohon wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau 
bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya. 
d. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum; 
Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, pada surat 
permohonannya harus dilampirkan selinan resmi akta pendirian badan 
hukum tersebut atau fotokopinya yang dilegalisasi notaries.  
e. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa; Apabila permohonan 
diajukan dan di tandatangani melalui seorang kuasa, surat permohonan 
tersebut harus dilampirkan surat kuasa.  
f. Membayar biaya permohonan; Biaya permohonan yang dibebankan 
dalam pendaftaran dan biaya administratif lainnya perihal hak cipta 
merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang dipungut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan 
Negara bukan pajak. Biaya Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan, Per 
Permohonan ialah Rp. 300.000,-
69
 
B. Pemeriksaan Administratif Pemohon diberikan tanda terima sebagai bukti 
penyerahan permohonan hak cipta. Apabila surat permohonan tidak 
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memehi syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ditjen Hak Kekayaan 
Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar 
dapat melengkapi syarat-syarat tersebut. Namun apabila dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan pemohon belum juga melengkapi yang sudah 
ditetapkan, maka permohonannya menjadi batak demi hukum.  
C. Evaluasi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan 
keseluruhan permohonan yang telah memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan 
tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan. 
Sementara itu, menteri memberikan keputusan menerima atau menolak 
permohonan dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan yang telah memenuhi syarat.  
D. Didaftarkan.  
E. Pemberian Surat Pendaftaran Ciptaan.70 
Dengan demikian bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan hak 
cipta lagu tersebut, pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang 
hak cipta dapat  mendaftarkan ciptaan mereka agar bisa memiliki kekuatan 
hukum yang tetap. 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan saudara 
Meizan Riza Arhamni selaku Musisi dan Akademisi Musik berkaitan dengan 
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hak cipta di Indonesia, masalah perlindungan hukum bagi pencipta lagu 
dikatakan masih rendah, karena minimnya pengetahuan tentang hak cipta di 
masyarakat yang masih mengucilkan tentang suatu karya cipta seseorang 
sebagai hal yang biasa saja. Banyak dari masyarakat Indonesia yang masih 
belum bisa mendukung dan mengapresiasi dari seniman atau pencipta lagu itu 
sendiri. Di kalangan masyarakat hanya menikmati suatu karya cipta tanpa 
mengetahui adanya proses dibalik ciptaan itu sendiri.
71
 Menurutnya, ada 2 tipe 
seniman atau musisi dalam bermusik, yaitu: 
1. Seniman idealis 
Adalah seniman/musisi/pelaku musik yang masih menjunjung tinggi 
akan nilai yang terkandung dari ciptaannya itu sendiri, tidak terlalu 
terpengaruh oleh tawaran-tawaran pasar yang dianggapnya dapat 
mengendalikan seniman itu sendiri. Jadi dapat dikatakan seniman yang 
idealis adalah seniman yang murni sebagai seniman, jika dalam hal 
menciptakan lagu hanya sebagai karya pribadi dan tidak 
mempermasalahkan akan booming dipasaran atau tidak. Idealis diperlukan 
seniman dalam rangka mempertahankan kualitas karya yang tetap 
berpegang pada ide-ide yang mapan, pun berpijak pada nilai-nilai sendiri 
akan kualitas karya (sekaligus juga eksistensi diri) dengan tidak 
menggadaikan diri menjadi pemuja pasar. 
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2. Seniman komersialisasi 
Dalam seni memang merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak. 
Perdagangan karya seni bukanlah sesuatu yang negatif. Tentu asal masing-
masing pihak berdiri di wilayahnya masing-masing. Pemilik modal dan 
seniman saling mengintervensi satu sama lain melihat kondisi pasar yang 
ada dan seniman komersial identik dengan memenuhi permintaan label 
atau produksi dengan melihat peluang yang ada di pasaran tentunya dalam 
hal ini adalah peminat di masyarakat.
72
 
Meizan mengatakan bahwa sebetulnya membawakan lagu orang lain atau 
lagu ciptaan orang lain boleh-boleh saja, asalkan dilihat dulu fungsinya 
sebagai apa. Jika sekedar untuk di nikmati pribadi dan untuk sekedar 
dinyanyikan tidak masalah, tetapi yang menjadi titik permasalahan adalah 
apabila lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersil untuk meraih 
untung dirinya sendiri dan tentunya untuk disebar luaskan di masyarakat. 
Inilah akhir-akhir yang sedang ramai dan hangat di kalangan masyarakat 
Indonesia, seseorang lebih senang membawakan atau menyanyikan lagu orang 
lain dengan bebas dan diunggah di media sosial. Fenomena seperti ini tentu 
membawa hal positif dan negatif bagi pemilik lagu atau pencipta lagu. Tidak 
jarang bahkan lagu yang dinyanyikan orang lain (pengover lagu) justru karya 
nya lebih dikenal di masyarakat daripada lagu yang dibawakan asli oleh 
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penciptanya. Akhir-akhir ini permasalahan tentang hak cipta atau 
perlindungan hak cipta sedang ramai dibicarakan di tengah-tengah 
masyarakat, apalagi dijaman digital seperti saat ini apapun hal yang kita 
inginkan dapat kita dapatkan dalam hal sekejap melalui media sosial.
73
 
Penegakkan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hak 
cipta masih sangat lemah keberadaannya, benar saja aturan-aturan yang 
berlaku di Indonesia mengenai hak cipta saat ini masih banyak menemui 
point-point yang belum sempurna. Pendapatnya karena sebagian besar aturan-
aturan yang dibuat dalam hak cipta tersebut khusunya dalam hal musik masih 
kurang melibatkan seniman, pakar musik atau akademisi musik, sehingga 
banyak sebagian dari point-point yang terdapat dalam peraturan tersebut 
masih dianggap belum sempurna apalagi melihat pakar-pakar hukum yang 
sangat sedikit berkecimpung di dunia seni. Contohnya adalah yang sempat 
ramai di tengah-tengah masyarakat Indonesia tentang Rancangan Undang-
Undang Permusikan. Dalam rancangan tersebut masih banyak menemui 
polemik-polemik yang belum sesuai dengan keadaan seniman atau pelaku 
music di Indonesia, contohnya adalah dalam hal uji kelayakan bagi seorang 
musisi yang diharuskan untuk mendapatkan sertifikat layak untuk meneruskan 
pekerjaannya sebagai seniman atau musisi.
74
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Tentu apabila dilihat dari sisi positif dan negatif maka akan ada beberapa 
hal yang berbeda, dalam hal positifnya mungkin musisi-musisi papan atas 
Indonesia bisa semakin eksis dengan adanya sertifikat tersebut, dapat 
menaikan harga setiap kali akan mengadakan konser dan akan menaikan harga 
produksinya. Tetapi jika dilihat dari segi negatifnya adalah Indonesia akan 
kehilangan bibit-bibit musisi yang akan meneruskan cikal bakal bermusiknya 
di tengah-tengah masyarakat, karena music adalah seni kreatifitas yang 
muncul dari pemikiran seseorang yang tidak dapat di kotak-kotakan dalam 
peraturan yang terlalu mengikat yang nantinya akan mempengaruhi dari hasil 
kreasinya tersebut. Pemain organ tunggal yang ada di kampung atau di desa 
tidak perlu yang Namanya sertifikat dalam bermusik, maka tentunya apabila 
peraturan yang mengharuskan setiap pelaku musik atau seniman harus 
mempunyai sertifikat kelayakan maka hal ini dapat merepotkan bagi sebagian 
musisi atau pelaku music yang berada di perkampungan atau di pedesaan, 
karena pada dasarnya seniman atau musisi yang berada di kampung atau desa 
tidak memerlukan adanya sertifikat untuk sekedar mengisi hiburan diacara 
hajatan.
75
 
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Lagu Apabila 
Karyanya di Bajak Pihak Lain 
 
Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual 
khususnya hak cipta hanya mampu menyelesaikan masalahan yang timbul 
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dipermukaan saja, tetapi lebih dari pada itu dibutuhkan upaya-upaya untuk 
menyelesaikan akar permasalahan yang timbul dibawah permukaan yang 
melalui tindakan preventif sebagai sebuah perlindungan hak atas kekayaan 
intelektual secara komperhensif dengan melibatkan samua instansi pemerintah 
yang bertanggung jawab. Karena itu penegakan hukum hanya merupakan 
upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul dipermukaan. 
Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih 
mendasar dibawah permukaan yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas 
dan penuh kebijakan.
76
 Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang 
ampuh dalam memberikan perlindungan hak cipta di Indonesia, karena 
penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta. 
Ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu yang 
karyanya dibajak pihak lain tanpa ijin, diantaranya: 
1. Gugatan Perdata  
Gugatan perdata ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan 
pencipta, yaitu:  
a. pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97). 
Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatka tidak berhak dan 
tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 
Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 
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ayat [2] Undang-Undang Hak Cipta) adalah subjek yang berhak 
menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini 
karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah 
tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum 
membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur 
keadilan.
77
 
b. Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi 
(Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang 
yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, 
pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan 
pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap 
atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau 
pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang 
hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam 
bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Inkracht 
van gewijsde). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap 
orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan 
pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98). Hal moral ilanggar 
dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah 
                                                             
77
Ibid. 
72 
 
 
 
meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti 
melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.
78
 
2. Penetapan Sementara  
Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka 
mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta 
sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-
hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di 
samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian 
sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat 
dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke 
Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh 
karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta 
dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan 
utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak 
cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan 
menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan 
pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan 
barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau 
menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar 
(Pasal 106). Melalui penetapan sementara pencipta setidak-tidaknya dapat 
merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang 
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dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu 
hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.
79
 
3. Arbitrase 
Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan „peradilan 
swasta‟ yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95). Arbitrase adalah 
forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat 
juga menggunakan jalur ini sebagai aletrnatif memperjuangkan hak-
haknya. Menggunakan arbitarse telah diatur oleh Undang-Undang No. 30 
Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya 
mekanisme melalui jalur arbitarse adalah karena keuntungan-keuntungan 
yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya 
ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim 
sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau 
tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah 
diketahui para pihak yang berpekara, putusan peradilan relatif lebih cepat 
dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final 
dan mengikat (final and binding). Artinya, putusan arbitrase adalah yang 
pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. 
Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh 
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keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang 
tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.
80
 
Upaya perlindungan harus diberikan terhadap lagu yang bebas diunduh 
melalui media sosial yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah 
melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementrian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau 
website yang menyediakan fitur download lagu dengan cara pemblokiran. 
Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan 
dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya 
dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut 
dengan cara mengirim e-mail pihak Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo 
merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan 
memberikan peringatan tertulis. tersebut, jika memang benar tidak ada izin 
maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap 
situs tersebut.
81
 
Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat 
kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk 
melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta 
melalui media internet. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta mengatur 
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mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan 
melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 
Undang-Undang Hak Cipta yaitu: Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta 
dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah 
berwenang melakukan:  
a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran 
Hak Cipta dan Hak Terkait;
82
 
b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar 
negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten 
pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan  
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media 
apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan. 
Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta tersebut yang 
dimaksud dengan konten adalah isi dari basil Ciptaan yang tersedia dalam 
media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain menggugah 
(upload) konten melalui media internet.  
Pasal 55  
a. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak 
Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial 
dapat melaporkan kepada Menteri.  
b. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
c. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan basil verifikasi 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor 
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Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk 
menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta 
dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik 
tidak dapat diakses.
83
  
d. Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat 
belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan 
pengadilan. 
Pasal 56  
a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, 
dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak 
terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem 
elektronik tidak dapat diakses.  
b. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau 
hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait 
dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan 
bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang komunikasi dan informatika.
84
 
Upaya yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang 
diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. 
Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta 
lagu atas karya cipta lagunya dan peran pihak pemerintah melalui 
Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam 
melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas 
download lagu secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki 
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nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara 
penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) Undang-
Undang Hak Cipta dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang 
digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) Undang-
Undang Hak Cipta.
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Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran 
yang dilakukan di internet meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari 
Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang 
melindungi karya cipta lagu dan musik serta perbuatan-perbuatan apa saja 
yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut.  
Demikian pula halnya dengan hak cipta lagu. Seorang pencipta lagu tidak 
wajib mencatatkan lagunya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
hanya supaya lagu tersebut terlindungi hak ciptanya karena hak cipta bukan  
lahir karena pencatatan. Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan 
sebagai berikut:
86
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Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang 
yang namanya: 
a. disebut dalam Ciptaan; 
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau 
d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.  
Pada huruf (c) dan (d) di atas disebutkan kecuali terbukti sebaliknya, yang 
dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebutkan dalam surat 
pencatatan ciptaan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai 
pencipta. Ini menunjukkan bahwa pencatatan  bukanlah syarat wajib untuk 
mendapatkan perlindungan hak cipta. 
Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak 
Cipta  yang menegaskan timbulnya hak secara otomatis bagi pencipta 
berdasarkan prinsip deklaratif dengan menyatakan bahwa pencatatan ciptaan 
dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta 
dan hak terkait. 
Akan tetapi karena menyangkut perlindungan hak yang sifatnya pribadi, 
maka seorang pencipta  diharapkan memiliki kesadaran untuk mencatatkan 
hak ciptanya apabila telah memasuki ranah komersial yang rentan dengan 
perselisihan atau sengketa. Pencatatan ciptaan bermanfaat antara lain untuk: 
a. Antisipasi adanya ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin; 
b. Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta; 
79 
 
 
 
c. Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan oleh pihak lain yang 
dilakukan tanpa hak.
87 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan saudara 
Meizan Riza Arhamni selaku Musisi dan Akademisi Musik. Kasus untuk 
pembajakan lagu untuk tahun-tahun ini terbilang masih sulit, karena belum 
sepenuhnya sempurna aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Banyak 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah hak cipta, tentunya ada 
beberapa hal yang sangat merugikan bagi pencipta lagu yakni dari segi 
ekonomi.
88
 Jika pencipta lagu ingin melapor tentang pelanggaran yang 
berkaitan dengan hak cipta atau pembajakan maka pencipta lagu tentunya 
harus memiliki dokumen yang valid agar bisa diusut, tetapi kalua semisal 
hanya membuat ciptaan tanpa memiliki dokumen yang kuat maka hanya akan 
di katakan sebagai angin lalu. Ketika seniman tidak terima dengan adanya 
pembajakan yang di salahkan oleh pihak lain, maka hal yang utama adalah 
pencipta lagu harus mendaftarkan dulu ciptaannyta kepada Lembaga terkait 
sehingga ciptaannya tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum 
dari pemerintah.
89 
Sebetulnya perlindungan hak cipta di Indonesia masih dikatakan sangat 
buruk. Karena masih banyaknya pembajakan kaset CD, DVD, download lagu 
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secara gratis di media sosial. Mendengarkan lagu yang sudah masuk platform 
resmi pun masih bisa dikatakan sebagai pembajakan, apabila aplikasi yang di 
download adalah black market, sehingga seseorang dapat menikmati lagu apa 
saja secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Maraknya kasus 
pembajakan di Indonesia sebagian besar tidak pernah ditanggapi secara serius 
oleh pemerintah, padahal kerugian yang di taksir oleh suatu label atau 
pencipta lagu tidak sedikit, hal pembajakan tersebut juga masih dianggap hal 
yang biasa di masyarakat, apalagi di era digital saat ini yang semuanya tentu 
akan sangat mudah di dapatkan hanya dalam sekejap, terutama maraknya 
kasus pembajakan-pembajakan lagu yang ada di dalam media sosial yang 
tentunya harus lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah 
Indonesia. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah 
satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat 
teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis 
dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk 
pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat 
diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya 
dapat diminimalkan.
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Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah 
mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya 
sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral 
Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan 
kreativitas nasional.  
Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya 
kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju 
tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil 
membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan 
kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 
Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-
Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur 
tentang:
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a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan 
dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu 
pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup 
pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal 
dunia; 
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Ibid, hlm 29. 
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b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan 
pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam 
bentuk bentuk jual putus (sold flat); 
c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau 
pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; 
d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan 
dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat 
perbelanjaan yang dikelolanya; 
e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek 
jaminan fidusia; 
f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah 
dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, 
ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
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g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota 
Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti; 
h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk 
Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan 
digunakan secara komersial; 
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Ibid. 
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i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola 
hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan 
permohonan izin operasional kepada Menteri. 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan: 
1. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak 
Orang Lain di Media Sosial bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki 
hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (moral right) dan hak ekonomi 
(economic right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya 
dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak 
Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang 
dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. 
Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi 
atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan 
pemegang hak cipta. Hak moral dan hak ekonomi ini melekat pada diri 
pencipta dan pemegang hak cipta atas kreativitas dan kemampuan ciptaannya 
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dan hak ini dapat menjadi landasan sebagai pedoman untuk keberlangsungan 
proses terjadinya hak cipta di Indonesia.  
 
 
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di 
bajak pihak lain adalah dengan melakukan perlindungan dan upaya hukum 
terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran pembajakan yang 
dilakukan di media sosial. Meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari 
Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Karena masih terbukti 
dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial 
khususnya pada hak cipta lagu dan musik. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang 
melindungi karya cipta lagu dan musik serta perbuatan-perbuatan apa saja 
yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut, dilakukan dengan tanpa hak dan 
untuk mencari keuntungan atau bertujuan komersial. Selain budaya hukum 
masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para 
pencipta dan karya ciptanya sebagai factor yang turut mempengaruhi 
berhasilnya usaha penegakkan hukum hak cipta, hal lain yang tidak kalah 
pentingnya adalah kurangnya kemauan (political will) dari para aparat 
penegak hukum, masih banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk 
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hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari 
perlindungannya. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum 
tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran 
tentang arti penting perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum 
enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan 
menghukumnya secara maksimal. 
B. Saran 
1. Perlu  sosialisasi  lebih  lanjut  dari  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  bidang  hak cipta, khususnya  Undang-Undang No.  28 Tahun 2014  
tentang  Hak  Cipta  serta  sejumlah  aturan organik lainnya, sehingga 
masyarakat khususnya  penggugat atau pelaku usaha dapat memahaminya 
secara komprehensif. Perlindungan hak cipta erat kaitannya dengan hak-hak 
yang melekat pada diri pencipta, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
tentunya dalam hal pelanggaran atau pembajakan lagu dapat merugikan dan 
mengganggu kreatvitas dari diri pencipta, sehingga masyarakat diharapkan 
dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti memakai produk 
hasil bajakan dan memberikan informasi dengan cara melaporkan kepada 
yang berwajib jika ada pihak – pihak yang melakukan pelanggaran akan hak 
cipta.  
2. Rendahnya kesadaran hukum bagi para pencipta lagu untuk mendaftarkan 
hasil karyanya terutama pada lagu dikarenakan tidak ada keharusan bagi para 
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pencipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya. Sistem pendaftaran yang 
tertulis dalam Undang-Undang hak cipta masih tergolong deklaratif sehingga 
tidak ada keharusan bagi pencipta lagu mendaftarkan karya ciptaannya. 
Seharusnya pencipta lagu mempunyai inisiatif dan dorongan untuk selalu 
mendaftarkan karya ciptanya, karena penting dalam mendaftarkan hasil 
karyanya untuk melindungi pencipta dari kegiatan pembajakan yang 
dilakukan pihak lain khususnya dalam media sosial. Selain itu perlu juga 
dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan peraturan 
perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta 
lagu atau musik, evaluasi dilakukan untuk memberikan kesadaran dan 
pemahaman kepada masyarakat melalui penelitian sosiologis yang berguna 
untuk mengetahui keberadaan dan pemahaman anggota masyarakat dalam hal 
ini tentunya memahami secara menyeluruh tentang pentingnya perlindungan 
hak cipta.  
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